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ABSTRAK 
Dalam satu wilayah yang dihuni banyak orang, kemajemukan atau plural-itas merupakan 
sebuah realitas. Demikian halnya wilayah Madinah, ketika Muhammad SAW sebagai nabi 
sekaligus menjadi kepala negaranya, selama kurang lebih 13 tahun. Beliau menghadapi warga 
Madinah yang majemuk atau pluralik, termasuk dalam keyakinan keagamaan. Ada yang muslim, 
yang musyrik dan Yahudi. 
Dalam kondisi kemajemukan atau pluralitas ini, Nabi Muhammad SAW memprakarsai 
sebuah piagam perjanjian yang kemudian terkenal dengan Piagam Madinah antara kaum 
muslim, kaum musyrik dan kaum Yahudi, guna membina persatuan, kesatuan, kerukunan, dan 
keamanan seluruh warga Madinah. 
Sejalan dengan prakarsa nabi Muhammad SAW tersebut, pemerintah Republik 
Indonesia sejak awal kemerdekaan tahun 1945 yang melihat warganya relatif lebih majemuk 
atau pluralik ada yang muslim, yang Katholik, yang protestan, yang hindu, yang budha dan 
yang aliran kepercayaan. Dirumuskanlah UUD 1945 sedemikian rupa y an g dapat 
mengakomodasi semua penganut keyakinan agama tersebut, terciptanya persatuan, kesatuan, 
kerukunan dan keamanan seluruh warga negara Republik Indonesia. 
Antara Piagam Madinah dan UUD 1945 terlihat adanya kesamaan yang menonjol, baik ide 
maupun rumusannya. Baik Piagam Madinah maupun UUD 1945, masing-masing menghendaki 
terbangunnya negara kesatuan yang kokoh dan dengan warga negara yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan YME, yang anatara lain diwujudkan dalam bentuk prilaku yang berkemanusiaan. 
Tulisan ini akan menelusuri titik singgung antara Piagam Madinah dan UUD 1945 
sebagai sebuah konstitusi Negara. 
Kata kunci : Konstitusi, Piagam Madinah dan UUD 1945. 
 
 
 I. PENDAHULUAN 
Sejarah menunjukkan bahwa nabi Muhammad SAW dan umat Islam selama kurang 
lebih 13 tahun di Mekkah terhitung sejak pengangkatan Muhammad SAW, sebagai Rasul, 
belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai sesuatu wilayah. Umat 
Islam menjadi sata komunitas yang bebas dan merdeka setelah pada tahun 622 M Hijrah ke 
Madinah, kota yang sebelumnya disebut dengan Yastrib. Kalau di Mekkah mereka memiliki 
kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. 
Tidak lama sesudah Hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW membuat suatu 
Piagam politik untuk kehidupan bersama di Madinah yang dihuni berbagai macam golongan. 
Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah, agar 
terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya.2 
Ditetapkannya Piagam politik ter-sebut merupakan salah satu siasat Rasul sesudah Hijrah 
ke Madinah,' yang dimak-sudkan untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga 
Madinah. 
Pada masa awal klassik Islam, umat Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammah Saw, 
membentuk kesatuan hidup bersama dengan golongan lain berdasar Piagam Madinah. Umat 
Islam Indonesia, pada Zaman modern memben-tuk kesatuan hidup bersama juga dengan 
pemeluk lain, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. pelaku utama pembentuk kedua 
kesatuan hidup adalah umat Islam.4 
Kedua kosntitusi tersebut sangat menarik untuk dikaji karena merupakan bahagian yang 
sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, dari konstitusi ini juga 
dapat diketahui sejarah pembentukannya dan perbedaan serta ciri-ciri kesamaannya. Dengan 




Sebelum membahas lebih jauh mengenai eksistensi Piagam Madinah dan Undang-
Undang Dasar 1945 dilihat dari segi kedudukannya sebagai konstitusi Negara Republik 
Imdonesia, maka terle- bih dahulu dikemukakan beberapa pengertian dari kata/istilah yang 
terdapat dalam judul makalah ini, yaitu : Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan 
bahwa kata "Piagam" berarti surat resmi yang ber-isi pernyataan pemberian hak atau 
pernyataan dan penangguhan mengenai suatu hal (tentang ikrar),' kata "Piagam" juga sama 
dengan kata Charter atau Pect dalam bahasa Inggris yang berarti surat perjanjian. Dari 
pengertian ini dapatlah dipahami bahwa surat resmi dokumendokumen resmi seperti 
perjanjian, persetujuan, penghargaan, konstitusi dan sebagainya dapat disebut dengan 
Piagam. Jika kata Piagam ini di-hubungkan dengan kata Madinah, maka is berarti sebutan 
bagi lembaran (surat) tertulis yang dihasilkan dan dibuat oleh Nabi Muhammad Saw., ketika 
beliau berada di Madinah, yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Dasar bagi negara 
Islam pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad Saw., di Madinah. Tegasnya, bahwa 
kata Madinah menunj uk kepada temp at dibuatnya naskah. 
Kata "Undang-Undang Dasar" berarti Undang-Undang yang menjadi dasar semua 
Undang-Undang dan peraturan lain dari suatu negara, yang mengatur tentang bentuk, sistem 
pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang badan-badan pemerintahan dan se-
bagainya.7 Undang-Undang Dasar juga dipersamakan dengan konstitusi.8 Untuk itu 
Undang-Undang Dasar 1945 dapat diartikan sebagai konstitusi negara Indonesia.' Yang 
merupakan hukum dasar tertulis,1° yang memuat aturan-aturan pokok dan garis-garis besar 
sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk 
menye-lenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Undang-Undang Dasar 
1945 dapat dipahami sebagai suatu hukum dasar yang mengatur hu-bungan antara penguasa 
dengan rakyat dan antara komponen masyarakat dan bangsa yang majemuk. 
"Konstitus" adalah hukum da-sar baik yang tertulis meupun tidak tertulis yang mengatur 
penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Ia memuat pengorgg anisasian jabatan-jabatan 
kenegaraan, lembaga yang memerintah dan tujuan dasar yang ingin dicapai." Dapatlah dicapai 
bahwa suatu konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi norma seka-ligus sumber hukum 
yang berfungsi se-bagai dasar struktural bagi sistem politik dan dasar keabsahan kekuasaan yang 
dimiliki oleh lembaga-lembaga politik dan pemerintahan12 dengan demikian kedu-dukan 
konstitusi dalam suatu negara men-jadi sangat penting, karena tanpa keab-sahan kekuasaan dan 
aktifitas politik tidak akan mempunyai kekuatan yang mengikat. 
Sedangkan kata "Republik" adalah bentuk pemerintahan yang berke- daulatan 
rakyat yang dikepalai oleh seorang Presiden. Dari Pengertian ini, maka negara 
Repunlik adalah negara yang berbentuk pemerintahan yang dikepalai oleh seorang 
Presiden dimana yang berdaulat adalah rakyat. 
 
B. Analisa Perbandingan tentang Piagam Madinah dan Undang- Undang Dasar 1945 
sebagai konstitusi negara Republik. 
 
1. Sejarah Pembentukan Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 
 
Dalam berbagai tulisan yang disusun oleh para ilmuwan Muslim dan non-Muslim 
adanya Piagam Madinah itu nampaknya telah diakui W. Monggomery Wattmenyatakan 
bahwa "dokumen ini secara umum diakui autentik"1 4 Ia menambahkan dokumen tersebut 
merupa- kan sumber ide yang mendasari negara Islam pada awal pemb entukan-nya Lahir 
atau terben-tuknya konstitusi dapat melalui kepu-tusan (dekrit) yang bersifat "anugerah" 
atau "pemberian" (grang) seseorang yang berkuasa, atau disusun oleh suatu 
badan/panitia, atau dibentuk oleh lembaga khusus yang diberi wewenang untuk 
membuat konstitusi. seusai zamannya, konstitusi Madinah dilahir-kan melalui bentuk 
pertama. 
Petunjuk penting tentang ada-nya konstitusi (Piagam Madinah) itu menurut Arent 
Jan Wensinck, diperoleh dari sejumlah hadits. Al-Bukhari dan Muslim, menurutnya, 
mencantumkan ikhtisar tentang konstitusi itu dalam bab Fada (Fadl) Al- Madinah Ia 
menambahkan bahwa isi dokumen itu juga disebutkan oleh Daud dan An-Nasai. 
Di dalam Hadits yang antara lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Daud 
disebutkan bahwa, ketika Nabi Muhammad Saw tiba di Madinah dilihat dari segi agama, 
penduduk Madinah terdiri dari tiga golongan besar, yaitu Muslimin, Musyrikin dan 
Yahudi. 
Ditengah kemajemukan penghuni kota Madinah itu, Nabi Muhammad Saw, berusaha 
mem-bangun tatanan hi sup bersama, mencakup semua golongan yang ada di kota Madinah. 
Sebagai langkah awal Ia "mempersaudarakan" antara para Muslim pendatang dan Muslim 
Madinah. Per-saudaraan (al-Mu 'akhah),' 9 itu bukan hanya tolong menolong dalam ke-hidupan 
sehari-hari, tetapi demikian mendalam sampai pada tingkat saling mewarisi. 
Selain itu, Piagam Madinah telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat 
madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw, selanjutnya 
piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang Undang Dasar pertama yang 
negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad Saw. 
Bila dibandingkan dengan proses pembentukan Piagam Madinah, kronologis peristiwan 
dan waktu pembentukan piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 lebih jelas. Hal ini 
wajar karena Undang-Undang Dasar 1945 dibuat pada abad ke VII, empat belas abad yang 
lalu. Undang-Undang Dasar pada awalnya dilahirkan oleh suatu panitia yaitu Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang merupakan hasil dari Badan Penyelidik 
Usaha-Usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). 
Sejak awal negara Indoensia berdiri telah mempunyai konstitusi. Sama halnya dengan 
negara yang terbentuk pada masa Nabi Muhammad Saw, sejak awal berdirinya sudah 
memiliki konstitusi yaitu piagam Madinah Nabi Muhammad Saw, yang dibantu oleh para 
sahabatnya dan terlebih dahulu dilakukan pertemuan dan musyawarah dengan berbagai 
golongan yang ada di Madinah. Undang-Undang Dasar 1945 merupa-kan hasil kerj a kolektif 
tokoh-tokoh. Bangsa Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Sejak ditetapkannya, 
Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar 1945 Nasional yang berlaku 
untuk seluruh wilayah negara Indonesia. Negara yang ter-bentuk pada masa Nabi Muhammad 
Saw, dengan piagam Madinah, mula-mula berupa negara kota (city state), yang kemudian 
wilayahnya bertambah lugs. Pada akhir hayat Nabi Muhammad Saw, negara Arab Islam itu 
meliputi hamper seluruh Jazirah Arab. 
Dari  uraian di  atas  dapatlah dipahami antara piagam Madinah dan Undang-Undang 
Dasar 1945 tampaknya adanya kesepakatan meskipun dari segi waktu pembuatannya sangat jauh 
berbeda. Dalam hal ini piagam Madinah dianut pada abad VII M sedangkan Undang-Undang 
Dasar 1945 dibuat pada masa abad ke 20 M. 
2. Format Naskah Konstitusi 
Kalimat shahifah (piagam) seperti yang tercantum dalam Kitab Sirah an-Nabby ibn 
Hisyam tersusun secara bersambung dan tidak terbagi atas pasal-pasal dan bukan berbentuk 
syair.' Bismillah al-rahman al-rahim tertuli s pada awal naskah di susul dengan rangkaian 
kalimat yang berbentuk prosa. Ilmuwan Muslim dan non-Muslim banyak yang mengikuti 
naskah itu yang dibagi atas pasal-pasal. Muhammad Hamidullah misalnya mengutip teks itu 
selengkapnya dengan membaginya atas 47 pasal.25 W. Montgomery Watt, dalam bukunya 
mencantumkan terjemahan piagam itu dalam bahasa inggris, tanpa mengutip bahasa arabnya. 
Ia membagi naskah itu di atas 47 pasal, mengikuti Wensinck.' 
Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan jaman pembentukannya mempunyai 
format yang modern. Menurut Muhammad Yamin, format konstitusi negara RI adalah seperti 
yang diputuskan dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945, 
menurut pendapatnya tersusun atas tiga bahagian.27 
Pertama : Mukaddimah konstitusi yang dinamai bagian pembukaan. 
Kedua : Batang tubuh konstitusi yang terdiri atas 115 bab yang memuat 36 pasal.  
Ketiga : Bagian penutup konstitusi yaitu bab XVI yang memuat pasal 37 tentang perubahan 
Undang-Undang Dasar 1945 ditambah dengan aturan peralihan yang memuat 4 pasal dan 
aturan tambahan yang terdiri dua ayat. 
Setelah itu disambung dengan penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang 
terdiri dari penjelas-an umum naskah terbitan sekretariat negara tersebut, bagian penutup yang 
disebutkan oleh Muhammad Yamin dimasukkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 
1945 dijelaskan bahwa pembukaan memuat empat alinea. Batang tubuh terdiri dari 16 bab 
yang memuat 37 pasal, empat pasal aturan peralihan, dan dua ayat aturan tam bahan. Penjelasan 
Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. 
Dari sini dapat dipahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengikuti sis-tematika 
konstitusi modern. Pembagian atas bab-bab dan pasal-pasal tampak teratur dan rapi, sedangkan 
format piagam Madinah yang pada naskah aslinya, seperti tercantum pada Kitab Sirah al-
Nabiyy Ibn Hisyam, tidak ada nomor bab dan pasal. Perbedaan lain, dalam segi format Undang-
Undang Dasar 1945 mem-punyai penjelasan, sedangkan piagam Madinah tidak. 
Dilihat dari aspek linguistik, dalam naskah kedua konstitusi tersebut terdapat 
kata-kata yang jelas mengandung arti religius. 
Dalam naskah piagam Madinah, kata Allah disebut 14 kali, kata Muhammad 5 kali, 
kata Nabi 1 kali, kata Rasul 1 kali. Kata Mukmin, Mukminun (mukminin), Muslim dan 
Muslimum (muslimin) berjumlah 35 kali. Kata Musyrik disebut 1 kali. Kata Is lam, Al -
Qur 'an  dan Hadi t s  t idak terdapat dalam naskah piagam itu. 
Dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 terdapat kata-kata dan kalimat-
kalimat yang secara jelas termasuk kata dan kalimat keagamaan. Pada pembukaan dan 
batang tubuh, kata Allah disebut 2 kali. Pada alinea kedua pembu-kaan tertulis "atas berkat 
Rahmat Allah yang Maha Kuasa". Sila pertama Pancasila berbunyi "Ketuhanan Yang Maha 
Esa" Bab XI berjudul "Agama". Ayat (1) bab ini berbunyi “Negara berdasar ataas Ketuhanan 
Yang Maha Esa”. Kata-kata dan kalimat tersebut menunjukkan ciri keagamaan dari naskah 
Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana halnya piagam Madinah. Perbedaannya, kata dan 
kalimat seperti itu lebih banyak.30 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keseluruhan kata dan kalimat Undang-
Undang Dasar 1945 tampaknya ada titik persamaan dengan piagam Madinah. Meskipun 
secara ideologis keduanya berbeda. Dalam hal ini, piagam Madinah menganut ideology 
Islam, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 menganut ideologi Pancasila, namun 
perbedaan ini tidak dianggap prinsipil, yang pasti bahwa kedua konstitusi ini tidak 
memisahkan antara urusan agama dan negara. 
Melihat format Undang-Undang Dasar 1945 yang dijelaskan diatas, tampak dengan jelas 
bahwa watak dan semangat spiritual Islam itu mereka tuangkan dalam naskah Undang-Undang 
Dasar 1945, yaitu satu Undang-Undang Dasar yang dikenal tidak teokratis tetapi tidak pula 
sekuler. 
Meskipun berbeda segi format penyusunannya, namun prinsip-prinsip umum atau 
azas-azas yang terkandung didalamnya, kedua konstitusi ini ternyata mempunyai banyak 
persamaan. Kata "Allah" misalnya, terdapat pada keduanya yang menunjukkan bahwa kedua 
konstitusi ini sama-sama menganut ketauhidan. 
Jika diteliti pasal demi pasal dari kedua konstitusi ini, maka akan tampak lebih jelas 
bagi kesamaan prinsip yang tekandung di dalamnya. Selain dari prin-sip dari ketauhidan diatas, 
juga dalam prinsip: persatuan dan kesatuan, persamaan dan keadilan, kebebasan beragama, bela 
negara, pelestarian adat yang baik, supremasi hukum, Hak Asasi Manusia, dan Politik 
perdamaian.32 
Dari uraian diatas, bahwa meskipun dalam formulasi dan rincian yang berbeda, 
namun yang terpenting disini adalah prinsipil terdapat kesamaan-kesamaan dan dalam 
rincian tidak hanya pertentangan. Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa antara 
piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ke-dudukannya sebagai konstitusi negara 




Dalam kedudukannya sebagai konstitusi negara Republik, antara piagam Madinah 
dan Undang-Undang Dasar 1945 secara substantial terdapat banyak ke-samaan, terutama 
dilihat dari segi isi dan prinsip-prinsip umum yang dikandungnya. Satu hal yang membedakan 
antara ke-duanya. Dalam hal ini, piagam Madinah menggunakan format klasik mengikuti 
zaman pembentukannya. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 mengguna-kan bentuk dan 
format modern, sesuai de- ngan zaman pembuatannya pula. Dengan demikian, dapatlah 
dinyatakan bahwa antara piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat disebut 
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